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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.
. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N
o

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya keberhasilan | Persentase perkara Perdata yang
Penyelesaian perkara Perdata | diselesaikan melalui jalur Litigasi 50

dan Taia Usaha Negara Persentase perkara Perdata yang

diselesaikan melalui jalur Non Litigasi 70

Persentase perkara Tata Usaha
Negara yang diselesaiakan melalui

50
jalur Litigasi




: Sasaran Program Indikator Kinerja Target
2 | Meningkatnya pengembalian | Persentase pengembalian kerugian
kerugian keuangan Negara | negara melalui jalur perdata 50
melalui jalur perdata
3 | Meningkatnya pelaksanaan | Jumlah  kegiatan pertimbangan
kegiatan pemberian | hukum, pelayanan hukum dan 100
pertimbangan hukum, | tindakan hukum lain
pelayanan hukum dan tindakan
hukum lain
4 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan masyarakat
masyarakat terhadap layanan | terhadap layanan hukum perdata dan 90
pertimbangan hukum, | tata usaha negara
pelayanan hukum dan tindakan
hukum lain
Kegiatan Anggaran
o
1 | Pertimbangan Hukum / Pendampingan Hukum / | Rp. 13.200.000,-
Bantuan Hukum
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Rp. 30.000.000,-
Pengelolaan Halo JPN Rp. 6.000.000,-
Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis | Rp. 7.200.000,-
Jumlah Rp. 56.400.000,-

. PRIORITAS NASIONAL




E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Makassar, 15 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA

MAKASSAR, USAHA NEGARA,

: e

(NAULI RAHIM SIREGAR, S.H., M.H.) (MIRDAD APRIADI|DANIAL, S.H., M.H.)

L




